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VISI DAN MISI PRESIDEN
2020-2024

Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri,
dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan
berdaya saing.

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
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5. Kemajuan budaya yang mencerminkan /44;)67?‘444KELUARG,A“‘*{"J>
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6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, : NANGGULANGANBENC
bermartabat, dan terpercaya. ma;wm:

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga.

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif,

dan terpercaya.

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka

Negara Kesatuan.
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26 dari 100 kematian
penduduk usia 30 — 70 tahun

disebabkan oleh Penyakit
Tidak Menular

NAPZA dari 3,3 juta

pengguna Narkoba,
sebanyak 24 persen atau
810.267 orang penggunad
adalah pelajar

(BNN, 2017)
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TANTANGAN DAN BEBAN KESEHATAN SAAT INI
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Prevalensi Stunting 27,67 %
(Survei Status Gizi Balita Indonesia 2019)
AKI 305/100.000 kelahiran hidup
(SUPAS 2015)

AKB 24/1000 kelahiran hidup
(SDKI 2017)

ROKOK 23 dari 100

remaja laki-laki usia 13-15
tahun merokok prevalensi
merokok pada usia < 18
tahun terus meningkat

(9,1 per 2018 — Riskesdas)




PENCAPAIAN SASARAN AGENDA
PEMBANGUNAN NASIONAL
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PERAN KEMENKO PMK
KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

Perpres No 35/2020 : Kemenko PMK Mengoordinasikan : Kemenag, Kemendikbud, Kemenkes, Kemensos,
KemendesPDTT, KPPPA, Kemenpora dan instansi lain yang dianggap perlu

Inpres No 7/2017 tentang Pengambilan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat

Kementerian Negara daré Lembaga Pemerintahan
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BADAN/LEMBAGA K/L, PEMDA, TOKOH DAN
INTERNASIONAL KELOMPOK MASYARAKAT

NEGARA SAHABAT
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